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MOTTO 

 

“Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda dan bukan akhir dari segalanya, 

hidup adalah raih dan perjuangkan hidup ini selama diberi umur panjang dari 

tuhan. Jangan sekali-kali ragu maupun putus asa kalau ingin meraih tujuan yang 

jelas. Belajar dari kegagalan merupakan suatu keberanian dan jadikanlah itu 

penglaman berharga dalam  hidup ini” 

“ membahagiakan kedua orang tua dan orang-orang yang berada di sekeliling 

kita merupakan suatu kenikmatan yang tidak terkira” 

“Hiduplah dengan apa yang kau dapat dan bahagialah dengan apa yang kau 

beri’ 
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ABSTRAK 

TANTI IRWANTI, 2019.  Efektivitas  Pemungutan  Pajak Bumi dan  
Bangunan  Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  
BAPENDA  kota Makassar,  Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis prodi D-III  Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Dibimbing oleh pembimbing I oleh Muhammad Rusydi  dan pembimbing II 
oleh Andi Arman.  

Adapun tujuan peneliti ini dilakukan untuk memberikan gambaran 
tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Guna 
Meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah di BAPENDA  Kota Makassar.  

Untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan jenis  deskriptif 
kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pemungutan 
pajak bumi dan bangunan di BAPENDA kota Makassar sudah cukup baik 
atau Efektif. sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak 
membayar pajak sangat membantu pemerintah memeratakan wajib pajak 
saat  membayar pajaknya tepat waktu, sehingga penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan meningkat setiap tahunnya. 

 

 

Kata kunci : Efektivitas, Pemungutan PAD 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTARCK 

TANTI IRWANTI,  2019. Effectivenness of land and building tax 

collection in order to increase regional real income in the city of 

Makassar, the scientific writing of the faculty of economics and busines 

study program D-III taxation Makassar Muhammadiyah Universty, guided 

by supervisior 1 by Muhammad Rusydi and supervisor 1 by Andi Arman 

 The purpuse of this research is to provide an overvier of the 

effectiveness of land and building tax collection in order to increase 

regional real income in Makassar city. 

 To chieve the objectives of this study using a qualitative  descriptive 

type of research results show that the effectiveness of land and building 

tax collection in the city of Makassar is quite good or effective, sanctions 

given to people who do not pay taxes grealty help the government to 

equalize taxpayayers when paying proper taxes time so that land and 

buildingtax receipts increase every year. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan 

terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat 

adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-

undang yang wewenang pemungutanya ada pada pemerintah pusat 

dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis 

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut undang-undang No. 28 

tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah 

yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Sumber 

penerimaan daerah yang dapat  menjamin keberlangsungan 

pembangunan. 

  Salah satu pajak daerah yang menjadi potensi sumber 

pendapatan daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur 

oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting 

untuk pelaksanaan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu 



 
 

 
 

adanya peningkatan pemungutan serta peran masyarakat. Dalam  

melakukan  PBB. 

  Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan 

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan/badan 

yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat 

darinya. Oleh sebab itu, mereka di wajibkan untuk memberikan 

sebagian dari manfaat yang di perolehnya kepada daerah melalui  

hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB) di tunjukan untuk 

kepetingan masyarakat daerah. Untuk meningkatkan penerimaan  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan 

kesadaran kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem 

pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar pajak Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) adalah offcial assesment system, sistem 

pemungutan tersebut  di mana jumlah pajak yang harus di lunasi atau 

terutang oleh wajib pajak di hitung dan di tetapkan oleh fiskus aparat 

pajak 

  Kota makassar adalah salah satu Kota di indonesia dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, hal ini tidak terlepas dari 

sektor lainnya yang sebagian besar di biayai oleh penerimaan daerah 

khususnya dari pajak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa 

untuk tetap mempertahankan konsistensi pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah 



 
 

 
 

Kota Makassar memang perlu intensif dalam meningkatkan 

penerimaan daerah khususnya dari Pajak. 

  Official assesment  system merupakan sistem pemungutan 

pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut 

pajak. Dalam sistem pemungutan pajak, assesment, Wajib Pajak 

bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah surat ketetapan 

pajak oleh fiskus. Sistem  pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam 

pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  atau jenis pajak daerah 

lainnya. 

  Fiskus merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan 

pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunya. Jadi, Wajib Pajak 

tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup 

membayar pajak terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT).  Dalam hal ini diperlukan kesadaran Wajib Pajak 

untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar  pajaknya sesuai 

yang telah ditetapkan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar  pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukan bahwa 

meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lakukan 

secara official assesment system juga di perlukan kepatuhan  dalam 

pembayarannya. 



 
 

 
 

  Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak 

adalah masalah kesadaran Wajib Pajak, di mana Wajib Pajak perlu di 

beri pengarahan serta pengetahuan bahwa pajak merupakan 

kewajiban dan hak setiap warga Negara yang digunakan dalam 

pembangunan Negara maupun daerah serta membiayai pengeluaran 

lainnya, maka apabila Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dalam meningkatkan penerimaan serta 

pembangunan Nasional.  

      Penyebab lain rasio kepatuhan adalah masih banyak 

masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini 

memerlukan upaya untuk meningkat kan pelayanan yang baik agar 

terciptanya kepuasan Wajib Pajak dari tingkat administrasi pajak 

dengan diukur melalui metode servqual dengan lima dimensi yaitu 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap jaminan dan empati.  

  Berdasarkan uraian  pada latar belakang tersebut, maka 

penulis mengambil judul penelitian ‘’Efektivitas Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

kota  Makassar’’ 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti tentang 

“Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Guna Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah kota  Makassar”. 



 
 

 
 

B. Tujuan Penilitian  

          Untuk mengetahui Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan  kota Makassar dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kota Makassar 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun maanfaat dari penelitian ini yaitu sebgai berikut 

1. Bagi peneliti 

           Penelitian ini  akan dapat memperluas pengetahuan 

sehingga dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang 

pernah di dapatkan dengan fakta empiris yang ada di lapangan  

2. Bagi pembaca  

a) Peneliti ini dapat di gunakan sebagai bahan penambahan 

informasi, referensi, serta dapat di jadikan sebagai 

perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian dengan objek penelitian ataupun judul penelitian 

yang sama di masa yang akan dating  

b) Peneliti ini juga dapat di jadikan sebagai bahan untuk 

melakukan kajian dan diskusi mengenai pendapatan asli 

daera 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. LANDASAN TEORI  

 
1. Pajak   

 
a. Pengertian Pajak  

Menurut  undang- undang Ketentuan Umum dan tata Cara 

perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) mendefiniskan 

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

   Menurut Rochmat  Soemitro (2016) Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontra 

prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum. 

Adapun menurut Feldeman dalam Siti Resmi (2017) 

mendefinisikan pajak sebgai berikut: 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan 
terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 



 
 

 
 

  ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.” 

b. Fungsi Pajak  

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua 

fungsi pajak sebagai berikut 

1)    Fungsi budgeteir (fungsi keuangan negara) 

 Pajak mempunyai fungsi budgeteir artinya pajak      

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun  

pembangunan  

2) Fungsi regulerend (mengatur) 

      Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak   

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi 

dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan 

c. Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, 

undang-undang dan pelaksanaan peungutann harus adil, 



 
 

 
 

adil dalam perundang-undangan dan diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan kemampuan masng-masing. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 

2 hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 

keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian  

 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran 

kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat  

4. Pemungutan pajak harus efisien 

        Sesuai fungsi budgeteir, biaya pemungutan pajak 

harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 

d. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Atas dasar apakah negara mempunyai hak memungutan 

pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk 

memungut pajak. Teori teori tersebut antara lain: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan 

hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus 



 
 

 
 

membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premiasuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 

tersebut 

2. Teori Kepentingan  

 Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada     

kepetingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. 

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara,  

semakin besar pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul  

 Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya,   

artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan pikul masing-

masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 

2  pendekatan yaitu: 

a.  Unsur Objektif, dengan melihat besarnya 

penhgasilan   atau kekayaan yang dimiliki oleh 

sesorang. 

b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya 

kebutuhan materil yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bukti dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara 

yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa 

pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli  



 
 

 
 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. 

Maksudnya memunguta pajak berarti meanrik daya beli 

rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. 

Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali 

kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat dengan demikian kepentingan masyarakat lebih 

diutamakan. 

e. Tata Cara Pemungutan Pajak 

1. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stel 

a. Stel Pajak  

Pengenaan pajak didasarkan pada objek 

(penghasilan yang nyata)  sehingga pemungutannya 

baru dapat dlakukan pada akhir tahun pajak, yakni 

setelah penghasilan yang sesuangguhnya diketahui. 

Stel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan 

kekurangan. Sedangkan kekurangan adalah pajak 

baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 

penghasilan diketahui 

b. Stel Anggapan  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan 

yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya 

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, Sehingga pada awal tahun pajak 



 
 

 
 

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang 

untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stel ini pajak 

dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus 

menunggu akhir tahun. 

c. Stel Campuran  

Stel ini merupakan kombinasi antara stel nyata dan 

stel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitungan berdasarkan suatu anggapan kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

f. Jenis Pajak 

Pajak di kelompokkan menurut beberapa kategori yaitu 

menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga 

pemungutanya. 

1. Menurut  golonganya  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat   dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain.Contoh : pajak  

penghasilan (PPh) 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya 

dapat dibebankan   atau  dilimpahkan   kepada orang 

lain. Contoh :Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Menurut sifatnya 



 
 

 
 

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penggenaanya 

memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak 

atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. 

b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaanya 

memperhatikan pada objeknya baik pada berupa 

benda, keadaan , pebuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar 

pajak, tanpa memperhatikan kadaan subjek pajak 

maupun tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga Negara pada  

umumnya. Contoh :pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah dan Bea Materai 

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah baik Daerah tingkat 1 maupun 

daerah tingkat 11 dan digunakan untuk mebiayai 

rumah tangga daerah  Pajak daerah masing-

masing. 

c) Tarif Pajak 



 
 

 
 

Tarif pajak didefiniskan sebagai suatu angka 

tertentu yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan pajak . macam tarif pajak yaitu  

(Mardiasmo) 

1. Tarif Sebanding (proposional) 

Yaitu tarif berupa presentase tetap, terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak 

sehinggah besarnya pajak yang terutang 

proposional tehadap besarnya nilai yang 

dikenai pajak. 

2. Tarif Tetap  

      Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 

sehingga besarnya pajak yang terutang tetap  

3. Tarif Progresif 

Yaitu presentase tarif yang digunakan 

semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

g. System Pemungut Pajak 

a) Official Assesment System 

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 



 
 

 
 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b) Self Assessment system 

          adalah suatu sistem pemungutan pajak dengan 

memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk 

menghitung besar pajak yang terutang membayar pajak 

serta melaporakan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) Withholding System 

   Suatu sistem pemungutan pajak dengan   

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 

dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. Contoh: hadiah dari 

penggelaran kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan yang dikenakan pajak.  

h. Hambatan Pemungutan Pajak  

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Perlawanan pasif  

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang 

disebabkan antara lain: 

a. Perkembangan inflektual dan moral masyarakat 



 
 

 
 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami 

masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dilaksanakan 

dengan baik. 

2. Perlawanan aktif  

Perlawanan aktif meliputi semua dan perbuatan yang 

secara langsung ditujukan keada fiskus dengan tujuan 

menghindari pajak bentuknya antara lain: 

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak 

dengan tidak melanggar undang-undang. 

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang ( 

menggelapan pajak) 

2. Pajak Daerah 

            Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 pajak   daerah 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

     Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna mebiayai pelaksanaan pemerintah 

daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 



 
 

 
 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akunta 

sbilitasi dengan memperhatikan potensi daerah. 

a) Jenis-jenis Pajak Daerah 

Pajak daerah dibagi 2 bagian, yaitu 

1. Pajak provinsi dari:  

a. Pajak kendaran bermotor  

b.  Bea balik nama kendaraan bermotor  

c. Pajak air permukaan, dan  

d. Pajak rokok 

2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari: 

a. Pajak hotel  

b. Pajak restoran  

c. Pajak hiburan  

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan  

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g. Pajak parkir  

h. Pajak air tanah  

i. Pajak sarang Burung Walet 

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan   perkotaan 

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 



 
 

 
 

  Bumi adalah permukaan bumi dan tumbuh bumi yang 

ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan 

perairan pedalaman ( termask rawa-rawa, tambak, perairan) 

serta laut Wilayah Repoblik Indonesia. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan  

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks 

bangunan. 

b) Jalan tol  

c) Kolam renang  

d) Pagar mewah  

e) Tempat olahraga 

f) Galangan kapal, dermaga. 

g) Tanah mewah 

h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 

minyak. 

i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat  

b. Nilai Jual Objek Pajak 

           Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata 

yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara 

wajar,dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai 

Jual Objek Pajak di tentukan melalui perbandingan harga 



 
 

 
 

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 

Atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 

1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 

adalah suatu pendekatan/ metode  penetuan nilai jual 

suatu objek pajak dengan cara membandingakannya 

dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah di ketahui 

harga jualnya. 

2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode 

penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, 

yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi 

fisik objek tersebut, 

3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode 

penetuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan 

pada hasil produksi objek pajak tersebut. 

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klsifikasi: 

a) Objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan  

b) Objek pajak sektor perkebunan  

c) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Tanah 

Pengusaha Hutan, hak Pengusahaan Hasil hutan, Izin  



 
 

 
 

pemanfaatan kayu serta izin sah lainya selain hak 

pengusahaan hutan tanaman industri  

d) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahan 

hutan tanaman industri  

e) Objek pajak sektor pertambangan dan gas bumi  

f) Objek pajak sektor pertumbangan energy panas bumi  

g) Objek pajak sektor pertambangan Non migas selain 

pertambangan energi panas bumi dan galian C 

h) Objek pajak sektor pertambangan Non migas galian  

i) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelolah 

berdasarkan kontrak karya ataukontrak kerjasama 

j) Objek pajak usaha bidang perikanan laut  

k) Objek pajak usaha bidang perikanan darat  

l) Objek pajak yang bersifat khusus  

c. Objek Pajak  

1)   Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau   

bangunan  

2) Yang di maksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan 

adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai 

jualny dan digunakan sebagai pedoman sebagai 

pedoman, serta untuk memudakan klasifikasi bumi/tanah 

diperhatikan faktor-faktor sebagai berkut  

a.  Letak  



 
 

 
 

b. Peruntukan  

c. Pemanfaatan  

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain 

Dalam menentukan klsifikasi bangunan diperhatikan 

faktor-faktorsebagai berikut 

a. Bahan yang digunakan  

b. Rekayasa  

c. Letak 

d. Kondisi lingkungan dari lain-lain  

Pengecualian objek pajak  

Objek pajak yang tidak dikenakan paja bumi dan 

bangunan adalah objek pajak  yang: 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani 

kepetingan umum dan tidak untuk mancari 

keuntungan, antara lain: 

1) Dibidang ibadah, contoh: 

masjid,gereja,vihara. 

2) Dibidang kesehatan, contoh: rumah sakit 

3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, 

pesantren. 

4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.  

5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: 

museum, candi  



 
 

 
 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan 

purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam 

hutan wisata, taman nasioanl, tanah 

penggembalan yang dikuasi oleh desa, dan 

tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbale balik 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan 

oganisasi internasioanl yang ditentukan oleh 

menteri keuangan  

f. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk 

menyelenggrakan pemerintah, penentuan 

pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

g. Besarnya Nilai Jual Objek pajak tidak kena 

pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-

masing kabupaten/kota dengan besar settinggi-

tingginya Rp.12.000.000,00 ( dua belas jutah 

rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila 

seorang wajib pajak mempunyai beberapa 

Objek Pajak, yang diberkan NJOPTKP hanya 



 
 

 
 

salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, 

sedangkan objek pajak lainnya 

h. Tetap dkenakan secara penuh tanpa dikurang 

NJOPKTP. 

d. Subjek Pajak 

a.  Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang 

secara nyata mempunyai  suatu hak atas bumi, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 

pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti 

pemilikan hak. 

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang 

dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui 

wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan 

subjek pajak sebagaimana maksud dalam no.1 sebagai 

Wajib Pajak. 

e. Tarif  Pajak  

Dasar Pengenaan Pajak  

1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP)  

2) Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan setiap 

tiga tahun oleh kepala kantor wilayah directorat jenderal 

pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 



 
 

 
 

mempertimbangakan pendapat gubernur /bupati /walikota ( 

pemerintah daerah ) setempat. 

3) Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serenda-

rendahnya 20% dan setinggitingginya 100% dari Nilai Objek 

Pajak ( NJOP)   

4) Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi 

nasional. 

 Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk 

tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, 

tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, 

khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan 

besarnya persentase untuk menentukan besarnya 

persentase untuk menetukan besarnya NJKP, yaitu  

1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: 

a. Objek Pajak Perkebunan; 

b. Objek Pajak Kehutanan; 

c. Objek Pajak lainya, yang wajib pajaknya perorangan 

dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau 

lebih besar dari Rp. 1.000.000.00.00 ( satu miliar 

rupiah). 

2) Sebesar 20% dua (puluh persen) dari NJOP untuk ; 

a. Objek pajak pertambangan; 



 
 

 
 

b. Objek pajak lainya yang NJOP-nya kurang dari 

Rp. 1.000.000.000.00( satu miliar rupiah) 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan 

pada daerah dalam menggali pendanaan dalan pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan asas disentralisasi dalam 

undang-undang Repoblik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu 

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, salah satu upaya untuk melihat 

kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka 

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah 

dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang  ada. 

Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin 

pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul yang lebih 

besar. 

 

 



 
 

 
 

5. Efektivitas 

Efektvitas menurut Abdul Halim,  menyatakan efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan  PAD  yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

       Sedangkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh 

Mardiasmo, menyatakan bahwa kontribusi output terhadap 

pencapaian tujuan sasaran yang telah di tetapkan secara 

sederahana, efektvitas menggambarkan jangkuan akibat dan 

dampak dari keluaran program dalam pencapaian tujuan program 

Rumus efektivitas   

Efektivitas =  Realisasi Penerimaan     x 100 % 
Target penerimaan 

 

Klasifikasi pengukuran efektivitas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase Kriteria 

>100% 

90-100% 

80-90% 

60-80% 

>60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 



 
 

 
 

  

A. Kerangka Konseptual 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memungut berbagai 

jenis Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan, 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Madya Makassar 

kita akan melihat bagaimana efektivitas pungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang di lakukan Bapenda kota Makassar dari hasil 

pemungut pajak Bumi dan Bangunan apakah dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

 

 

 

BAPENDA Kota Makassar 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  

Efektivitas 



 
 

 
 

B. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis data yang di gunakan adalah penelitian dengan metode 

deskriptif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan narasi yang bersifat kualitatif. 

1. Data primer, Data yang di peroleh secara langsung dari 

pejabat yang berwenang atau pejabat di badan pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Makassar 

2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari 

literatul-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. 

b. Fokus Penelitian  

 Fokus dalam penelitian ini adalah  mengarah pada 

pemungutan Pajak Bumi dan bangunan guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah pada Badan  pendapatan daerah kota 

makassar 

c. Tempat dan Waktu Penelitian  

         Penelitian dilakukan di kantor  daerah (BAPENDA)  Kota 

Makassar, sampai 2 (dua) yakni  bulan yakni bulan  Agustus 

sampai september 2019 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang di kumpul adalah data  prir 

dan data sekunder. Untuk mengumpulan data primer dan data 



 
 

 
 

sekunder penelitian mengunakan beberapa instrument 

pengumpulan data yaitu : 

a. Menurut miles dan huberman, wawancara (intreviu) 

adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang  

dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang 

mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkalikali 

secara frekuensi sesuai dengan keperluar penelitian 

tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. 

Teknik ini dimasukkan agar peneliti agar peneliti mampu  

mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, 

makna, dan pemamannya. 

b. Observasi  

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap 

obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang 

lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait 

dengan ektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik 

berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang 

berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi 

materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. 



 
 

 
 

E. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya 

sampai dengan penarikan kesimpulan. Di dalam melakukan 

analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan 

antara yang di jelaskan miles dan huberman yang terdiri dari 

beberapa tahapan antara lain: 

a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key 

informan yang compatible terhadap penelitian kemudian 

observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian 

yang di lakukan agar mendapatkan sumber data yang 

diharapkan. 

b.  Reduksi data (data reduction)  

yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, transformasih data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan 

diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih 

informasih mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai 

dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 

c. Penyajian data (data display)  



 
 

 
 

Sekumpulan informasih tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil 

tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data diantara lain 

berupak teks naratif,matrik,grafik, maupun bagan, namun 

dalam penelitian ini bentuk penyjian data lebih merajuk pada 

penyajian secara deksriptif, dimana peneliti mempaparkan 

hasil penelitiannya berupa teks narasi.  

d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi (conclusion drawing/verivication), yang mencari arti 

pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin , alur sebab 

akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan 

secara cermat dengan melakukan verivikasi berupa tinjauan 

ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data 

diuji valid. 

e. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas baik pada penerimaan  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dapat dilihat sebabagai berikut 

Klasifikasi pengukuran efektivitas  
 

Presentase Kreteria 

>100% 

90-100% 

80-90% 

60-80% 

<60% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

 



 
 

 
 

BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1.  Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya 

Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas 

Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 

terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak 

Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. 

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat 

II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 

bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 

3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang 

pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung 

Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama 

menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-

unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti 

Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan 

dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang 

tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan 

pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II 



 
 

 
 

Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya 

Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama 

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah 

menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

   Kemudian Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar di 

tahun 2016 berubah menjadi badan pendapatan daerah kota 

Makassar. 

Visi dan misi organisasi 

a. Visi 

Terwujudnya pengelolaan pendaptan yang optimis online                

terpadu 

b. Misi 

a) Mewujudkan pengelolaan pada yang optimis berbasis IT   

secara terpadu dan terintegrasi  

b) Mewujudkan smber daya manusia yang profesiaonal dan 

memiliki kopetensi dalam bidangnya 

c) Menetapkan koordinasi administrasi pengelolaan 

pendapatan da keuangan daerah 

 

 



 
 

 
 

2. Struktur Organisasi dan Job Description 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

(Sumber. Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016Hal.25) 
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a. Kepala badan 

Badan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu walikota 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan yang menjadi kewenangan daerah. 

b. Sekretariat 

 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit  

organisasi di lingkungan badan 

c. Subbagian perencanaan dan pelaporan bagian perencanaan dan 

pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monotoring dan 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan 

d. Subbagian keuangan 

Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi 

dan akuntansi keuangan 

e. Subbagian umum dan kepegawaian 

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

urusan umum,penatausahaan surat menyurat, urusan rumah 

tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta 

administrasi kepegawaian 

f. Bidang pendaftaran dan pendataan 

Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 



 
 

 
 

intensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan 

pengembangan pengalolahan data dan informasi pengelolaan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

g. Subbidang bidang pendataan wilayah I 

Subbagian pendataan wilayah I mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pemdataan, 

intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan 

verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi dearah wilayah I, 

meliputi kecamatan makassar, mamajang, mariso, rappocini, tallo, 

tamalate, ujung pandang dan wajo 

h. Subbidang pendataan wilayah II 

Subbidang pendataan wilayah II mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 

intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengembangan potensi dan 

verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, 

meliputi   

Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakukang, 

Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepualauan Sangkarang. 

i. Subbidang pengolahan data dan informasi 

Subbidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib 

pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, 



 
 

 
 

penerbitan npwpd, pengolahan data dan informasi serta rancang 

bangun pengembangannya 

j. Bidang pajak i dan retribusi daerah 

Bidang pajak I dan retribusi daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan,penagihan, 

penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, 

penagihan pajak I meliputi pajak restoran, pajak mineral bukan 

logam, pajak sarang burung walet, pajak parkir dan penataan objek 

pajak reklame serta retribusi daerah. 

k. bidang restoran, minerba dan sarang burung walet 

Subbidang restoran, minerba dan sarang burung walet mempunyai 

tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 

dan keberatan pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan 

pajak sarang burung walet 

l. Subbidang reklame, parkir dan retribusi daerah 

Subbidang reklame, parkir dan retribusi daerah mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 

dan keberatan pajak parkir dan penataan objek pajak reklame serta 

retribusi daerah 

m. Subbidang penetapan, pembukuan dan pelaporan retribusi daerah 



 
 

 
 

Subbidang penetapan, pembukuan dan pelaporan retribusi daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, 

analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan 

dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

n. Bidang pajak daerah II 

Bidang pajak daerah II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

ad ministrasi pemungutan,penagihan, penetapan, keberatan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi 

pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air bawah 

tanah. 

o. Subbidang hotel dan air bawah tanah 

Subbidang hotel dan air bawah tanah mempunyai tugas melakukan 

pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, penelitian dan 

verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan 

pajak hotel dan air bawah tanah 

p. Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan 

Subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 

dan keberatan pajak hiburan, pajak penerangan jalan pln dan pajak 

penerangan jalan non pln. 



 
 

 
 

q. Seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak 

Seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak mempunyai 

tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa 

dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan dan 

perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak  hotel, pajak 

hiburan, pajak penerangan jalan pln dan pajak penerangan jalan 

non pln, pajak air bawah tanah. 

r. Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan 

Bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan mempunyai 

tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, 

pembinaan, pemriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, 

merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan 

target pendapatan daerah 

s. Subbidang koordinasi, perencanaan dan regulasi 

Subbidang koordinasi, perencanaan dan regulasi mempunyai tugas 

melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, 

rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan 

piutang, reviu dan analisa perundang-undangan bidang pajak 

daerah dan retribusi daeah serta ketentuan pelaksanaannya 

t. Subbidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah 

Subbidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan 



 
 

 
 

tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan 

pengembalian kelebihan pembayaran. 

u. Subbidang pembinaan, pengawasan, dan penindakan 

Subbidang pembinaan, pengawasan, dan penindakan mempunyai 

tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan 

penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap 

pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

v. Kelompok jabatan fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 

fungsional sesuai keahlian dan masing-masing dikoordinasikan 

oleh seseorang tenaga fungsional senior. 

w. Unit pelaksanaan teknis 

Di lingkungan badan pendapatan daerah dapat dibentuk unit 

pelaksanaan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku setelah dikonsultasiakan secara tertulis dengan 

gubernur 

 



 
 

 
 

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang 

menjadi subtansi dari peneliti ini yaitu Efektivitas Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Badan Pendapatan Daerah kota Makassar, dengan 

metode analisis yang di gunakan yakni analisis deskriptif kual    

itatif . 

Pada peneliti ini deskriptif kualitatif, peneliti dituntut dapat 

memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau 

mendeskrisikan dan menggali data berdasarkan apa yang di 

ucapkan, di rasakan, dilihat dan di lakukan oleh sumber data 

sesuai dengan fakta-fakta     dilapangan dengan menggunakan 

wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.  

        Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang 

digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota makassar yaitu 

dengan melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dan 

kelurahan dalam proses pendaftaran dan penyetoran SPT dan 

disetorkan kembali ke BAPENDA serta BAPENDA yang 

memberikan pegawai ke setiap kecamatan, memonitoring semua 

yang terjadi disetiap kecamatan. Dengan adanya peraturan yang 



 
 

 
 

baru ini peran BAPENDA terhadap Wajib Pajak untuk 

menjalankan kewajiban baik itu dari pendaftaran dan penyetoran 

SPT, mampu membayar PBB disebarkan di rumah masih-

masing orang dan diarahkan melakukan pembayaran  PBB di 

bank  Sulselbar atau Kantor  Pos.  

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan 

negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus 

berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan 

negara sehingga mendorong untuk melakukan langka-langkah 

dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui 

pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh 

negara, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang 

potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap 

penerimaan negara. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak 

yang perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan 

kas penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi 

masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan yang baik dan 

propesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.  

Proses peningkatan PBB mempunyai peranan strategis 

dalam keberhasilan pemungutan PBB dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, proses tersebut antara lain: 



 
 

 
 

1. Pendaftaran yaitu serangkaian kegiatan untuk menghimpun 

informasih secara komrehensif terkait Objek dan Subjek PBB 

dengan cara mengisi formulir isian tertentu: pendataan 

adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data 

Objek dan Subjek PBB sebagai salah satu bahan yang 

digunakan dalan menetapkan besarnya PBB terutang; 

2. Penilaian Objek Pajak PBB adalah kegiatan guna menetukan 

nilai ekonomis atas suatu properti pada saat tertentu NJOP 

yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan 

menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, 

dan pendekatan kapitali pendapatan dalam bentuk pendapat 

tertulis 

3. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fisik untuk 

menetukan besaran pajak terutang antara lain: Penetapan 

NJOP,SPPT,SKPD,dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 

Bayar (SKPDLB).  terutang. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Adapun data yang diperoleh  selama penelitian berlangsung 

adalah sebagai berikut 

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di             

BAPENDAKota 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat 

Efektivitas(%) 

2015 122.000.000.000 132.514.034.928 108,15 

2016 150.000.000.000 154.166.898.178 102,78 

2017 150.000.000.000 146.511.050.430 97,67 

2018 155.000.000.000 147.431.840.645 95,12 

             (sumber: badan pendapatan daerah kota Makassar) 

Berdasarkan data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 

2015 memperoleh realisasi sebesar Rp. 132.514.034.928 dari 

target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 

220.000.000.000, dari data diatas untuk mengetahui Tingkat 

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  maka realisasi 

Pajak Bumi dan Bangunan 2015 dibagi dengan target penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan 2015 sehingga memperoleh hasil 

108,78% jadi dapat dikatakan efektivitas Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan tahun 2015 Sangat Efektif 

                 
                             

                     
          

                                                  
               

                
      

                                                           

 



 
 

 
 

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

tahun 2016 memperoleh realisasi sebesar Rp154.166.898178 dari 

target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 

150.000.000.000 dari data diatas untuk mengetahui tingkat 

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2016 dibagi dengan target 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 2016 sehinggah 

memperoleh hasil 102,78% jadi dapat dikatakan bahwa 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 sangat Efektif. 

                 
                        

                     
      

              
               

               
      

                                            = 102,78s% 

Berdasarakan  data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan tahun 2017 memperoleh realisasi sebesar 

Rp146.511.050.430 dari terget penerimaan pajak Bumi dan 

Bangunan sebesar Rp150.000.000.000 dari data di atas untuk 

mengetahui tingkat Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan 2017 dibagi dengan target target penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan 2017 sehingga memperoleh hasil 97,67% jadi 

dapat dikatakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 

2017 cukup Efektif.   



 
 

 
 

                 
                        

                     
      

                           
               

              
      

        

Berdasarkan data realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

tahunn 2018 memperoleh realisasi Rp 147.431.840.645 dari target 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 155.000.000.000 

dan dari data diatas untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan tahun maka realisasi Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan dibagi dengan target penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga memperoleh hasil 95,12% jadi dapat dikatakan 

Pemungutan Pajak Bumi dan Banguna guna meningkatkan 

Pendapatan Asli daerah Cukup Efektif. 
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C. Pembahasan 

 

Hambatan dan Pendukung PBB dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar, Dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang paling mendasar 

adalah pemahaman tentang pajak, yang menjadi penghambat 

utama, juga tenaga Profesional yang belum banyak, sementara 

yang paling menggembirakan adalah sudah banyak anak muda 

yang faham dan mau membantu mensosialisasikan pajak secara 

perlahan, Faktor Penghambat Belum merata dan memaksimalkan 

pemungutan pajak ke masyarakat. Masyarakat atau wajib pajak 

belum sadar betul akan pentingya membayar pajak, Masih 

banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek 

pajak. 

           Hasil wawancara dengan bapak Adryanto Adnan S.STP 

selaku ketua UPTD Pajak Bumi dan Bangunan 

“faktor penghambat sebenarnya adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat dimana kesadaran masyrakat yang memiliki tanah-

tanah yang tidak di manfaatkan contoh tanah kosong misal dia 

punya pbb atau dia memiliki rumah didaerah makassar terus dia 

tinggal di jakarta jadi  karena tempat itu kosong jadi dia tidak 

perhatikan pajaknya sehingga pajaknya itu berjalan terus menjadi 

piutang untuk kami, itu yang menjadi faktor penghambat yang 

kedua yang menghambat sebenarnya adalah proses sengketa-

sengketa tanah yang belum selesai sehingga menunggu orang 

yang menang dari sengketa untuk membayar pajaknya 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam  membayar pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Makassar untuk tahun 2018  



 
 

 
 

belum dapat di katakan patuh, berdasarkan rekapitulasi PBB tahun 

2018 bila dibandingkan dengan target penerimaan PBB tahun 

2018. Target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 155.000.000.000. 

Target penerimaan PBB untuk tahun 2018 tersebut hanya sebesar 

95,12% ditambah dengan kemungkinan tunggakan tahun 

sebelumnya yang dapat tercapai. Dari ketetapan tahun 2018 yang 

dapat tecapai hanya sebesar Rp147.431.840.645 dan itu 

disebebkan ketidak patuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak 

maka Wajib Pajak harus menaggung sejumlah denda yang harus 

dibayarkan bersama dengan presentase 2% dari pokok pajak yang 

terutang setiap bulannya sejak saat jatuh tempo SPPT. 

  Adapun faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam 

keterlambatan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) Adalah: 

a. Wajib pajak tidak mampu membayar PBB 

Walaupun wajib pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa 

bidang tanah, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib 

pajak tersebut dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar 

pajak. Beberapa wajib pajak adalah orang yang memiliki 

penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah  

sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah yang 

dimilikinya. Pada umumya wajib pajak yang tidak mampu 

membayar PBB tersebut adalah WP yang mendapatkan tanah 

dari hibah atau warisan dari orang tua mereka. 



 
 

 
 

b. Fasilitas umum yang belum terdaftar. 

Tanah milik wajib pajak orang pribadi yang digunakan untuk 

fasilitas umum (fasum) namun tidak diajukan ke DPDPK untuk 

diubah statusnyanya menjadi fasilitas umum, maka pihak 

DPDPK tetap akan mengeluarkan SPPT untuk objek pajak 

tersebut. Tetapi wajib pajak tidak berperan aktif untuk 

melaporkan hal tersebut kepada pihak DPDPK untuk 

mengubah status tanah tersebut menjadi fasilitas umum agar 

untuk tahun pajak selanjutnya tidak diterbitkan SPPT untuk 

objek pajak tersebut 

c. Kesalahan data SPPT  

Wajib pajak yang berlaku pasif merupakan kendala yang 

sangat besar dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh 

pemerintah daerah dalam hal ini DPDPK. Sebagian besar wajib 

pajak malas untuk mengurus mengenai SPPT yang salah baik 

salah dalam pencamtumkan nama, ukuran objek pajak dan 

lainnya. Wajib Pajak yang pasif menganggap bahwa hal 

tersebut tidak penting dan lebih memilih untuk membiarkan dari 

pada harus menyusahkan diri untuk mengurusnya, pada hal 

tersebut berdampak besar pada penerimaan PBB yang 

seharusnya tercapai menjadi tidak tercapai. Bahkan Wajib 

Pajak yang bersangkutan juga dirugikan karena harus 

menanggung denda tidak membayar PBB. 



 
 

 
 

d. SPPT tidak sampai pada Wajib Pajak  

SPPT yang tidak sampai kepada Wajib Pajak dapat disebebkan 

karena Wajib Pajak yang bersangkutan berdomisisli di luar 

daerah atau luar kota sehingga untuk menyampaikan SPPT 

pihak yang berwenang mengalami kesulitan kerenn tidak 

mempunyai alamat Wajib Pajak diluar daerah atau diluar Kota. 

e. Wajib Pajak bangkrut atau pailit 

Pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan dalam 

bisnisnya, biasanya menjadi tidak memenuhi kewajiban dalam 

hal perpajakan khususnya PBB karena terlibat dengan hutang 

yang harus di bayar sehingga tidak begitu memperdulikan 

masalah perpajakan. 

Menurut bapak Adriyanto Adnan S.STP selaku kepala bagian 

UPTD pajak bumi dan bangunan mengatakan bahwa: 

“Adapun solusi untuk mengubah atau memperbaiki konsep 

peningkatan perpajakan adalah khususnya PBB adalah 

updeting data yang sebenarnya dilakukan harus setiap tahun 

walaupun membutuhkan anggaran yang sangat besar, itu 

kendalanya kami karena anggaran sangat  besar untuk 

melakukan updeting karena kita harus update setiap rumah 

setiap jalan setiap ruas jalan di Kota Makassar, itu sehubungan 

dengan perbaikan-perbaikan data yang ada tapi sebenarnya 

untuk tata kelola yang lebih bagus harus dilakukan makanya 

untuk tahun ini kita coba lakukan sedikit demi sedikit 

perkelurahan meningkat ke perkecamatan dan kami harapkan 

dalamm 2 tahun kedepan sudah satu Kota sedah di update” 

 

a. Faktor pendukung  



 
 

 
 

 

1. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak 

membayar pajak sangat membantu pemerintah agar wajib 

pajak sadar untuk membayar pajak tepat waktu. 

2. Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak guna 

membangun daerah sangat membantu menumbuhkan  

3. Kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencapai 

terget setiap tahunnya sehingga PAD terus meningkat. 

 

Hasil wawancara dengan bapak Adriynto Adnan S.STP selaku 

ketua UPTD Pajak Bumi dan Bangunan mengatakan bahwa: 

 

“Untuk faktor pendukunya sendiri adalah kita punya banyak 

tenaga sumber daya menusia yang di manfaatkan dari rt,rw 

lurah dan camat. Itulah yang membantu kami untuk melakukan 

penagihan, nah pendukunnya juga di kelurahan dan dimana 

pun sekarang proses administrasi itu membutuhkan PBB 

sebagai dasar pengurusan jadi kalau misalkan anda mau 

mengurus apa-apa harus butuh PBB sehingga orang 

memperhatikan PBB jauh lebih bagus dari tahun kemarin” 

 

Mustakim A selaku bapak RT wilayah 9 maccini 

Bahwa: 

            

           “ kami sebagai Ketua RT bekerja sama dengan masing-

masing kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada 

masyarakat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak” 

 

Kemudian hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak yang 

bernama Ilyas Dg nopa bahwa: 

 

“ Kalau membayar pajak Bumi dan Bangunan yang tiap 

tahunnya naik itu akan jadi beban, beban untuk memikirkan 

uang membayar pajak Bumi dan Bangun kalau tidak di bayar 

nanti akan kena denda dan harus menambah anggran lagi 



 
 

 
 

namun membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu 

kewajiban kita sebagai warga negara yang memil iki rumah dan 

tanah” 

 

Berdasrakan hasil wawancara diatas serta data yang penulis 

peroleh, pemberin SPPT kepada masyarakat yang menjadi 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan  dilakukan masing-masing 

kelurahan yang ada di Kota Makassar. Surat pembritahuan 

Pajak Terhutang ini disebarkan ke masing-masing RW dan RT 

kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Pembayaran Lngsung ke Bank Persepsi dan Bank lainnya 

2. Pembayaran melalui pemindahan bkuan/transfer 

3. Pembayaran melalui petugas pemungut yang ada di 

kelurahan 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

   

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas maka dapat di tarik 

kesimpulan  sebagai berikut : 

 

1. Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan 

tahun 2015 sampai dengan 2018, berdasarkan target, 

didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2015 sebesar 108,62% 

dengan kriteria Sangat Efektif. Efektifitas terendah pada tahun 

2014 dengan kriteria Cukup Efektif. Hal ini menunjukan bahwa 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota makassar telah di laksanakan secara 

memadai yaitu pemerintah telah mengefektifkan pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan, dan Menunjukan keadaan 

perekonomian dan pembangunan Daerah Kota Makassar 

semakin berkembang. 

 

2. Faktor penghambat dan pendukung penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kota Makassar adalah faktor penghambatnya 

belum merata dan memaksimalkan pemungutan Pajak di 

masyarakat selain itu sebagian masyarakat atau wajib pajak 

belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak dan masih 

banyaknya lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek 

pajak. sedangkan faktor pendukung adalah sanksi yang 

diberikan kepada masyarakat yang tidak membayar pajak 

sangat membantu pemerintah memeratakan wajib pajak  saat 

untuk membayar pajaknya tepat waktu, sosialisasi tentang 

pentingnya membayar pajak guna pembangunan daerah sangat 



 
 

 
 

membantu  menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajaknya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terus meningkat setiap tahunnya. 

B. SARAN 

  

1.  Untuk terencapainya efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang lebih maksimal perlu dilakukan penyempurnaan 

dalam peningkatan pelayanan publik oleh seluruh aparat pajak 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib 

pajak yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. 

 

2. Para pegawai yang terlibat dalam bidang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang ada di Kota Makassar sebaikanya lebih 

meningkatkan lagi kinerja dalam menjalankan tugasnya agar 

dapat lebih meningkatkan juga penerimaan dari sektor pajak 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan,  sehingga kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat memperoleh juga. 
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